SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KOTA MAKASSAR

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah telah diterbitkan Peraturan Walikota
Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Kota Makassar ;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Makassar di pandang perlu menyusun

Sistem dan Prosedur Akuntansi Kota Makassar;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Walikota.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2063 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400y);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234};

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Bata*ls—batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten—kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung pandang menjadi Kota
Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
193);

Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan keuangan  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar
Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar
( Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013
tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013);
Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota
Makassar Nomor 93 Tahun 2013};

Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2014
Perubahan Perwali Nomor 93 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 24
Tahun 2014).

MEMUTUSKAN :

Menetapakan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

AKUNTANSI KOTA MAKASSAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
Daerah adalah Kota Makassar;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota



Makassar yang terdiri dari Walikota dan perangkat daerah
Kota Makassar;

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;

5. Walikota adalah Walikota Makassar;

10.

11

13.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Dae;‘ah Kota Makassar yang
selanjutnya disingkat DPRD;

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kota
Makassar yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam
menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban
DPRD, dipimpin oleh sekertaris DPRD dan secara teknis
operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga teknis daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang pada pemerintah daerah yang
bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan ;

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri
dari DPRD, Walikota/Wakil Walikota dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Makassar.
12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut;
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Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah, dan juga sebagai SKPD;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah; '
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah;

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD;

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dart suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya;
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Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk wuntuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD;

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpairl, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD;

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban  berupa
laporan keuangan;

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;

Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa program;

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
rencana kerja dan anggaran setiap SKPD yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja, program dan
kegiatan SKPD selaku Pengguna Anggaran;

Kerangka  Pengeluaran Jangka  Menengah  adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan
pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut
dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran,
dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju;

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus
fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam

rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan
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mensejahterakan masyarakat;

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran foutput} dalam bentuk barang/jasa;

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan;

Keluaran foutput) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
Hasil foutcome} adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program,;

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan dalam rangka penganggaran oleh PPKD sebagai
dasar penyusunan APBD;

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja yang digunakan dalam
rangka penganggaran oleh SKPD sebagai pengguna
anggaran,

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung
seluruh  penerimaan daerah dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran daerah;
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Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan,; ‘
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah;

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah;

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah,;

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah;

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali;

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan

perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab
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lainnya yang sah;

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD selaku
BUD;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang
selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh PPKD;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran,;

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
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pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka Kkerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung;

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak
dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaan,;

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen vyang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan;

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
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uang persediaan yang telah dibelanjakan;

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari
jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan
sesuai dengan ketentuan;

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
kepada pihak ketiga;

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM;

Nota Pencairén Dana yang selanjutnya disingkat NPD
adalah dokumen yang digunakan oleh PPTK dalam rangka
melakukan  permintaan pembayaran uang muka
kerja/panjar atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggungjawab PPTK yang pengajuannya berdasarkan
Rencana Kebutuhan Dana Kegiatan;

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
Lainnya yang sah;

Buku jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang
digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan data
transaksi keuangan yang berfungsi sebagai arsip transaksi;
Buku Besar adalah Buku yang digunakan untuk
mengelompokan (posting) data transaksi keuangan dari
buku jurnal yang berfungsi sebagai arsip permanern;
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja
transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode;
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan
perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara

komparatif dengan periode pos-pos sebelumnnya,

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan satuan kerja dan Pemerintah Daerah pada
satu tanggal tertentu;

Laporan Oprasional-(LO) adalah laporan yang
menggambarkan pengakuan pendapatan dan pengakuan
beban akibat terjadinya kesepakatan atau penetapan
secara sah. Penyajian laporan oprasional yaitu pendapatan
dari kegiatan oprasional, beban dari kegiatan oprasional,
surpilus/defisit dari kegiatan non oprasional, pos luar
biasa dan surplus/defisit-LO;

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan
informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non
anggaran;

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan perubahan
ekuitas yang menyajikan pos-pos ekuitas awal,
surplus/defisit-LO pada periode berseangkutan, koreksi
yvang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang
berasal dari dampak komulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan
mendasar dan ekuitas akhir;

Catatan atas laporan keuangan merupakan hal-hal yang
mengungkapkan catatan atas laporan keuangan yang
disajikan setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Oprasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan

Ekuitas.

Pasal 2
Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah Kota Makassar
dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan
akuntansi keuangan Daerah baik ditingkat PPKD dan
SKPD serta bertujuan Untuk:



a. memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi
masalah-masalah akuntansi maupun laporan keuangan yang timbul;

b. pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan,
akuntabel dan auditable;

c. mengatur, menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. mengatur proses akuntansi dan pelaporan keuangan menghasilkan
laporan keuangan konsolidasi yang lengkap dan akurat secara tepat
waktu serta sesuai dengan kebijakan dan sistem akuntansi
pemerintah;

(2) Sistem dan prosedur akuntansi Kota Makassar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini diberlakukan secara bertahap mulai tahun 2014
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Tahun 2014, tahap ujicoba pada semua SKPD secara paralel dengan
penyusunan Laporan Keuangan secara basis kas;
2. Tahun 2015, tahap implementasi penuh pada semua SKPD.
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, terhadap SKPD yang menerapkan
pola pengelolaan BLUD, Sistem dan Prosedur akuntansi Kota Makassar diatur
dengan peraturan tersendiri.

Pasal 5

Pada saat tahap implementasi penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 1, maka sistem dan prosedur akuntansi Kota Makassar wajib mengikuti
Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Mei 2014

WALIKOTA MAKASSAR
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD

IBRAHIM SALEH
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